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PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

NOMOR 43 TAHUN 2015
TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN PEMBAYARAN HONORARIUM YANG DIBERIKAN ATAS
KELEBIHAN JUMLAH MINIMAL JAM TATAP MUKA BAGI JABATAN

Menimbang

Mengingat

FUNGSIONAL WIDYAISWARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan
Kewidyaiswaraan di lingkungan Instansi Pemerintah,
dipandang perlu adanya pedoman dalam menetapkan
pembayaran honorarium yang diberikan atas kelebihan
jumlah minimal jam tatap muka bagi jabatan fungsional
Widyaiswara;

bahwa pedoman sebagaimana dalam huruf a, ditetapkan

dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara,;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
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Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4019);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5258);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai
Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang
Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19
Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan

Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
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Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai
Negeri;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1
Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian
Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1068);

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
1 Tahun 2015 tentang Standar Honorarium dan
Transport Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Lembaga
Administrasi Negara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana
telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala
Lembaga Administrasi Negara Nomor 41 Tahun 2015;
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
26 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit
Jabatan Fungsional Widyaiswara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1115);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
455);

Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara
dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 dan 8
Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
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Menetapkan

Birokrasi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan
Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 335);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PEMBAYARAN
HONORARIUM YANG DIBERIKAN ATAS KELEBIHAN
JUMLAH MINIMAL JAM TATAP MUKA BAGI JABATAN
FUNGSIONAL WIDYAISWARA.

Pasal 1

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara
yang selanjutnya disebut pegawai ASN secara tetap oleh
pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

2. Jabatan Fungsional Widyaiswara adalah jabatan yang
mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan
kegiatan Pendidikan, Pengajaran dan Pelatihan yang
selanjutnya disingkat Dikjartih PNS, evaluasi dan
pengembangan diklat pada Lembaga Diklat Pemerintah.

3. Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat
fungsional dengan tugas, tanggung jawab, wewenang,
dan hak untuk melakukan kegiatan Dikjartin PNS,
Evaluasi dan Pengembangan Diklat pada Lembaga Diklat

Pemerintah.

4. Dikjartih adalah proses belajar mengajar dalam Diklat

baik secara klasikal dan/atau non klasikal.
5. Instansi Pemerintah adalah unit organisasi pemerintah

pusat dan daerah.
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Lembaga Diklat Pemerintah adalah satuan organisasi
pada Kementerian, Lembaga Pemerintah Non
Kementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara, Lembaga
Pemerintah Lainnya, dan Perangkat Daerah yang
bertugas melakukan pengelolaan Diklat dan
pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya
disebut SDM.

Jam tatap muka adalah satuan waktu yang digunakan
dalam kegiatan penyampaian materi diklat kepada
peserta diklat yang dilakukan oleh seorang Widyaiswara
pada proses pembelajaran.

Jam Pelajaran adalah satuan waktu yang digunakan
dalam kegiatan tatap muka pada proses pembelajaran,
dalam hal 1 (satu) Jam Pelajaran (JP) adalah 45 (empat
puluh lima) menit.

Honorarium Widyaiswara adalah honorarium mengajar
yang diterima seorang Widyaiswara dalam proses
pembelajaran.

Kelebihan JP adalah kelebihan jumlah minimal jam tatap
muka wajib bagi Widyaiswara.

Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang secara efektif
digunakan untuk bekerja, yang dihitung dari jam Kkerja
formal dikurangi dengan waktu kerja yang hilang karena
tidak bekerja seperti melepas lelah, istirahat makan dan
sebagainya. Jumlah jam kerja efektif adalah 1200 jam
pertahun.

Peta jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan
struktural dan fungsional yang tergambar dalam suatu
struktur unit organisasi dari tingkat paling rendah
sampai dengan yang tertinggi.

Analisis beban kerja adalah suatu metode untuk
mengetahui perbandingan antara jumlah beban kerja
organisasi dengan jumlah pegawai di suatu unit
organisasi, serta membandingkan kebutuhan PNS
dengan persediaan yang ada sehingga dapat diketahui

kebutuhan riil pegawai.


http://www.peraturan.go.id

